BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yuridis sosiologis dan pembahasan
mengenai perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
berlatar belakang tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
fasilitas kesehatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia Perlindungan hukum terhadap
PPK pada prinsipnya telah tersedia melalui pengaturan kewenangan,
prosedur pengadaan, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan
internal. Perlindungan tersebut bersifat:

a. Preventif, melalui kepastian norma, standar operasional prosedur, dan
mekanisme pengendalian internal

b. Represif, melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan administratif, dan
penggunaan dokumentasi kontrak sebagai alat pembuktian kepatuhan
prosedural.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar
belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas
Kesehatan Kota Payakumbuh adalah Kendala Kompetensi Teknis
Konstruksi sehingga tidak memiliki keahlian teknik sipil/arsitektur, kurang
memahami gambar teknis (shop drawing, RAB detail, spesifikasi teknis),
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3. Upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan
Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Perlindungan hukum terhadap PPK bukan hanya bersifat normatif,
tetapi harus diikuti dengan upaya konkret sebagai konsekuensi dari
tanggung jawab jabatan. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko
administratif, perdata, maupun pidana dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi.
Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan:

a. Upaya Preventif (Pencegahan Risiko Hukum)

b. Upaya Represif (Jika Terjadi Permasalahan Hukum)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Agar penempatan PPK sesuai kompetensi teknis Pemerintah Daerah di Kota
Payakumbuh sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian latar belakang
pendidikan dan kompetensi teknis dalam penunjukan PPK, khususnya untuk

pekerjaan konstruksi yang memiliki kompleksitas tinggi.

. Agar Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat

Daerah perlu lebih aktif melakukan pendampingan preventif, bukan hanya
pengawasan represif, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak tahap

perencanaan.
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3. Agar Penyediaan Bantuan dan Perlindungan Hukum Institusional
Pemerintah daerah perlu menetapkan mekanisme baku pemberian bantuan
hukum bagi PPK yang menghadapi permasalahan hukum sepanjang

bertindak dengan itikad baik dan sesuai prosedur.
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